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ABSTRAK

Kebebasan Pers merupakan alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
1999 tentang Pers. Di dalam Undang-Undang Pers tersebut diatur mengenai Hak 
Tolak Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, dalam hal menolak untuk 
mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus 
dirahasiakannya. Wartawan selaku bagian dari warga negara Indonesia juga harus 
menjalankan kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, salah 
satunya Pasal 165 KUHP, yaitu kewajiban bagi setiap warga Negara yang 
mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut 
kepada pejabat kahakiman atau kepolisian. Dalam hal ini perbuatan wartawan yang 
menyembunyikan identitas pelaku kejahatan bertentangan dengan Pasal 165 KUHP. 
Untuk mengkaji lebih mendalam masalah hak tolak tersebut maka terdapat dua 
permasalahan yaitu: Kedudukan Hak Tolak yang menyembunyikan identitas pelaku 
kejahatan dihubungkan dengan Pasal 165 KUHP dan Kriteria yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap wartawan yang menyembunyikan 
identitas pelaku kejahatan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 
normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hak tolak tidak bersiifat 
absolut, artinya bahwa hak tolak dapat dicabut apabila sudah menyangkut 
kepentingan umum dan keamanan negara.

Kata Kunci : Hak Tolak, Wartawan, Pasal 165 KUHP, Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 1999
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan kasih karunia-Nya yang menyertai penulis sepanjang proses perkuliahan hingga 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kedudukan Hak Tolak 

Wartawan Dalam Hal Menyembunyikan Identitas Pelaku Kejahatan Dihubungkan 

Dengan Pasal 165 KUHP”, yang disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun skripsi ini membahas tentang kedudukan hak tolak wartawan dalam 

hal menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang dihubungkan dengan pasal 165 

KUHP. Namun penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak hanya karena kemampuan 

penulis sendiri, melainkan berkat kesediaan Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas 

membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula 

dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan 

kemungkinan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. 

Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada serta mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca terutama bagi wacana
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang terasa begitu cepat telah memaksa seluruh 

masyarakat khususnya di Indonesia untuk siap menghadapi berbagai bentuk 

modernisasi dalam kehidupan yang kompleks termasuk dalam bidang Teknologi- 

Informasi. Perkembangan Teknologi dan Informasi yang kian pesat, masyarakat pun 

dipaksa untuk mengandalkan peralatan modem untuk mendukung proses komunikasi. 

Proses komunikasi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan media massa (cetak maupun 

elektronik), karena tidak ada komunikasi massa tanpa media massa.

Media massa adalah alat-alat dalam kumunikasi yang bisa menyebarkan pesan

secara bersamaan, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. Salah satu fungsi 

media massa adalah sebagai penyampai informasi.1 Fungsi informasi merupakan

fungsi paling penting yang terdapat dalam komunikasi massa. Informasi tersebut 

mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, 

yang juga merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual 

maupun organisasional. Itulah mengapa manusia harus berkomunikasi dengan 

manusia lainnya agar ia dapat tetap mempertahankan hidupnya dengan cara mendapat 

informasi dari orang lain, serta perlu mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya,

1 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, PT. RajaGraflndo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 9
2 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. RajaGraflndo Persada, Cetakan Kedua, 

Jakarta, 2004, Hlm. 23

1
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dikotanya, di negaranya, dan semakin lama semakin ingin tahu apa yang terjadi di

dunia.

Bidang teknologi informasi adalah salah satu aspek yang terpenting pada 

kini dikarenakan setiap masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses suatu 

informasi-informasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat melalui berbagai 

media, tidak hanya media massa cetak tetapi juga media massa elektronik.

Media massa cetak adalah dukumen atas segala hal yang dikatakan dan 

rekaman peristiwa yang ditangkap oleh seorang jurnalis dan diubah dalam bentuk 

kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya yang fungsi utamanya adalah memberi 

informasi dan menghibur khalayaknya.3 Media massa cetak tersebut meliputi Surat 

Kabar, Majalah, dan sebagainya.

Media massa elektronik merupakan suatu media yang dapat menyajikan 

informasi baik dalam bentuk audio (suara) maupun dalam bentuk visual (gambar). 

Televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang terkenal dikalangan 

masyarakat luas yang mempunyai peranan penting dalam beberapa aspek kehidupan 

masyarakat. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi 

sebagai penerima siaran gambar bergerak dan bersuara, baik itu yang monokrom 

(hitam-putih) maupun bewama.4

Jurnalistik merupakan suatu aktifitas dalam menghasilkan berita atau sebuah 

opini yang dimulai dari perencanaan dan peliputan serta penulisan yang hasilnya

masa

A. Muis, Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa: Menjangkau era cyber communication 
milinium ketiga, Dharu Anuttama, Jakarta, 1999, Hal. 23

4 http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi di akses pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 12.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
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Kegiatan jurnalistik selaludisiarkan ke masyarakat luas melalui media/pers, 

dihubungkan dengan penyampaian berita 

perkembangannya, sudah bergeser kearah menyampaikan berita melalui media 

elektronik seperti televisi. Karya jurnalistik atau tulisan dalam pers biasanya sering

tertulis. Tetapi padasecara

disebut sebagai berita. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini 

yang menarik perhatian orang.5 Kegiatan mengumpulkan informasi yang akan 

dirangkum menjadi sebuah berita disebut dengan kegiatan jurnalistik dan orang yang 

melakukan kegiatan jurnalistik tersebut adalah wartawan (press member).

Wartawan yang bertugas melaksanakan kegiatan jurnalistik, merupakan sebuah 

profesi yang mengemban tugas mulia menginformasikan sesuatu yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya kepada masyarakat luas 

melalui media massa seperti koran, televisi, radio, majalah, internet, dan lain-lain. 

Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka 

dituntut untuk bersikap objektif dalam menulis. Dengan sikap objektifnya, berita 

yang ia buat pun menjadi objektif, artinya berita yang ia buat itu selaras dengan 

kenyataan, tidak memihak, bebas dari prasangka.6

Pers berperan untuk terus mengawasi lingkungan sekitarnya. Jika di 

lingkunganya ada sesuatu yang berjalan tidak pada tempatnya, termasuk informasi 

mengenai berita kriminal, pers harus memperingatkannya. Dalam hal ini pers tidak 

boleh tinggal diam. Pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik 
Remaja Rosdakaiya, Bandung, 2006, Hlm. 40 

6 Ibid, Hlm. 54
, PT.
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memerlukan suatu kebebasan. Itulah yang dinamakan kebebasan pers. Kebebasan
y

pers yang dimaksud adalah:

1. Kebebasan yang dimiliki pers untuk menyiarkan kebijakan redaksinya 

(termasuk pemilihan berita yang akan disiarkan kepada khalayak) tanpa 

ada pihak lain yang memaksa untuk berbuat di luar keinginan pers.

2. Adanya otonomi pers untuk mengambil langkah-langkah konkret bebas 

dari pengawasan pihak lain di luar pers.

Pada saat ini telah banyak program-program televisi yang menayangkan 

informasi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian kriminal yang terjadi di 

masyarakat. Penayangan tersebut dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat 

mengantisipasi kajahatan itu. Sebagai contoh berita kriminal tersebut adalah 

Reportase Investigasi, Sergap, Sidik, Delik, dan lain-lain.

Saat ini tayangan-tanyangan yang berlatar belakang kriminal semakin marak di 

televisi. Mulai dari penggelonggongan daging, pembuatan kosmetik palsu, pembuatan 

obat-obatan palsu, pambuatan bakso tikus, pemakaian bahan pewarna tekstil untuk 

makanan, mengawetkan buah memakai lilin, dan masih banyak lagi. Stasiun televisi 

telah menciptakan program khusus mengenai peliputan proses terjadinya suatu tindak 

kejahatan. Peliputan tersebut dilakukan dengan proses wawancara secara langsung 

kepada narasumber (pelaku kajahatan) dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu 

bahwa si pelaku kejahatan bersedia memberi keterangan disertai dengan pengambilan 

gambar seputar kegiatan narasumber saat melakukan perbuatan tersebut.

7 Ibid, Hlm. 296
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piasil wawancara antara wartawan dengan narasumber ditayangkan dengan cara 

menyamarkan nama, wajah, dan suara si pelaku kejahatan tersebut dengan 

berpedoman pada hak tolak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik.

Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya,8 dalam hal menolak untuk 

mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus 

dirahasiakannya sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 butir (10) Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan 

dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan 

identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan apabila wartawan dimintai 

keterangan oleh pejabat penyidik dan atau dimintai menjadi saksi di pengadilan.

Kejahatan yang diberitakan tersebut merupakan kejahatan yang membahayakan 

nyawa manusia sehingga melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Sebagai warga Negara yang baik seharusnya wartawan manindaklajuti 

pemberitaan tersebut dengan melaporkan si pelaku kejahatan ke pejabat kehakiman 

atau kepolisian.

Namun timbul permasalahan mengenai penyembunyian identitas pelaku 

kejahatan yang dilakukan oleh wartawan yang tidak ditindaklajuti dengan 

pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian yang dengan sangat jelas 

telah bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap 

warga Negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan

Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
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kejahatan tersebut kepada pejabat kahakiman atau kepolisian9. Sehingga tindakan 

wartawan yang menyembunyikan identitas narasumbernya (pelaku kejahatan) jelas 

merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 165 KUHP, meskipun 

putusan Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tertanggal 9 Februari 2006 

tentang penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex 

specialis, namun tetap menjadi persoalan apabila insan pers mengetahui tentang 

adanya suatu tindak pidana tetapi tidak melaporkannya kepada pejabat yang 

berwenang justru menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang kemudian 

disiarkan ke khalayak melalui media televisi.

Melihat keadaan - keadaan diatas, penulis tertarik untuk menulis suatu karya

ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul “KEDUDUKAN HAK TOLAK

WARTAWAN DALAM HAL MENYEMBUY1KAN IDENTITAS PELAKU

KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KUHP”.

9 Lihat Ketentuan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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B. Rumusan Permasalahan

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak tolak wartawan yang diatur dalam Pasal 1 butir 

(10) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam hal ini 

menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dihubungkan dengan Pasal

165 KUHP ?

2. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap wartawan 

yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan

jawaban atas suatu pernyataan.

Adapaun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kedudukan hak tolak wartawan yang diatur dalam pasal 1 

butir (10) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu 

dalam hal ini wartawan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan.

2. Untuk mengetahui kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

terhadap wartawan yang menyembunyikan pelaku kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
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Yakni diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan 

ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Pers dan diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi para akademis dan masyarakat lainnya yang 

ingin menambah pengetahuan, terutama dibidang Hukum Pers.

2. Manfaat Praktis

Yakni diharapkan mampu menambah serta memberikan masukan bagi 

aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang dalam kaitannya

dengan Hukum Pers.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis mambatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya

mengacu pada masalah kedudukan hak tolak wartawan dalam hal menyembunyikan 

identitas pelaku kejahatan yang dihubungkan dengan pasal 165 KUHP dan kriteria 

yang dapat dikategorikan tindak pidana terhadap wartawan yang menyembunyikan 

identitas pelaku kejahatan.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data 

tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan dalam mengolah data tersebut 

guna menyelesaikan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Metode-metode 

yang diigunakan adalah:
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu 

memberikan gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang 

menjadi objek penelitian, kemudian tehadap permasalah-permasalahan 

tersebut dilakukan analisis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data 

sekunder dengan tujuan untuk menguji dan mengkaji permasalahan dengan 

berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan data melalui studi 

kepustakaan (library research), diantaranya adalah: 10

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan - bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian

ini yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik

Jurnalistik, Kode Etik Wartawan Indonesia.

10 Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.13
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b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, karya-karya ilmiah, 

doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, 

ensiklopedia, surat kabar, internet, majalah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang telah diperoleh melalui penelusuran serta analisa dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan pers,

teori-teori hukum, doktrin hukum, surat kabar dan semua bentuk tulisan

yang berkaitan dengan materi dalam pembahasan penelitian ini.

5. Analisis Data

Bahan yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dilakukan proses 

pengolahan dan analisis data. Bahan-bahan yang telah terkumpul itu 

kemudian dikelompokkan serta diadakan secara sistematika. Setelah bahan- 

bahan tersebut selesai dilakukan pengolahan, selanjutnya akan dilakukan 

analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul 

dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan 

sistematis dengan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik
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kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat 

khusus.11

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1984, Hlm.69
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